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BAB IV 
RU<R 
 
A. Pewarisan  
Waris adalah proses pemindahan harta warisan dari orang yang 
meninggal kepada ahli waris yang jumlah,  ukuran dan bagian harta warisan 
yang diterima telah ditentukan dalam proses wasiat, atau jika dalam wasiat 
tidak titentukan maka proses pembagian, ukuran dan jumlah harta warisan 
ditentukan berdasarkan mekanisme warisan.
1
 Dilihat dari pengertian yang 
ditawarkan oleh Syah}ru>r tersebut menurut penulis tidak terdapat  berbedaan 
dengan pengertian waris yang dikemukakan oleh para ulama ahli fiqih, di 
mana penjelasan mengenai pengertian waris menurut ulama ahli fiqih telah 
dijelaskan dalam bab II. Adapun perbedaan waris antara Syah}ru>r dan ulama 
ahli fiqih itu terletak pada permasalahan mekanisne jumlah, ukuran dan 
bagian warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan. 
Prioritas utama menurut Syah}ru>r dalam hal pewarisan adalah terletak 
pada masalah wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan bagian 
harta peninggalan melalui wasiat sebelum meninggal dengan menyerahkan 
seluruh hartanya kepada karib kerabat setelah ia meninggal dunia. Hal ini 
merujuk pada firman Allah yang berbunyi “ ”2 
dengan maksud Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum 
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WARIS DALAM PERSPEKTIF SYAH{
waris terjadi setelah dilaksanakanya wasiat dan dibayarkan hutang. 
Adakalanya pewaris tidak menulis surat wasiat sebelum kematianya, 
sehingga ia tidak meninggalkan wasiat apapun, sehingga Allah mengambil 
alih pembagian ini dengan memasukkannya ke dalam mekanisme hukum 
waris dan menentukan seluruh puhak yang terlibat di dalamnya, baik terkait 
kalangan pihak penerima warisan maupun bagian harta yang diterima bagi 
masing-masing dari mereka.
3
       
Terkait dengan masalah waris dan perpindahan kekayaan dari generasi 
sekarang pada generasi mendatang, menurut Syah}ru>r terdapat permasalahan 
yang cukup besar, yaitu bahwa Allah menginginkan agar manusia mampu 
menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah yang sangat urgen ini 
dengan pandangan kita sendiri. Hal ini berarti manusia diperintah selalu 
berpegang pada asas keadilan dan menerapkan kebebasan penuh untuk 
menentukan apa yang cocok menurut pandangannya. Tetapi sebagian orang 
ada yang menginginkan agar manusia tunduk terhadap pemikiran yang tidak 
mereka  kehendaki dengan mengabaikan amanat khila>fah yang dibebankan 
oleh manusia di muka bumi.
4
 
Menurut Syah}ru>r Allah menyuruh manusia sebelum meninggal untuk 
menetapkan wasiat khusus jika ia meninggalkan harta yang harus 
diserahkan kepada pihak-pihak lain berdasarkan bagian yang telah 
ditentukan. Dalam kondisi ketika manusia tidak melakukan wasiat tersebut, 
maka Allah telah menetapkan wasiat umum demi terlaksananya tujuan ini, 
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yang mengungkapkan hukum universal demi tercapainya keadilan umum, 
bukan keadilan yang bersifat khusus. Syah}ru>r berpendapat bahwa wasiat 
memiliki bentuk penyeimbangan yang dapat kita saksikan dalam realitas 
sosial saat ini, yang tidak terkait dengan ideologi politik tertentu, namun ia 
semata-mata adalah hukum universal yang berlaku bagi pembagian harta 
kekayaan bagi setiap orang-orang yang meninggal dunia di muka bumi. 
Wasiat diberlakukan bukan berdasarkan tujuan atas dasar hubungan 
kekerabatan atau kewajiban keluarga dari seseorang, namun lebih berupa 
hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi masyarakat manusia secara 
keseluruhan, bukan bagi keluarga atau pribadi tertentu.
5
 
Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan 
dalam pembagian harta warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan 
kesetaraan antara komunitas-komunitas sosial yang beragam. Jika kita 
memperhatikan aturan-aturan (pembagian harta warisan) ini dengan 
perspektif individual, maka kita akan mendapati bahwa aturan-aturan 
tersebut tidak menerapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan 
tetapi menurut Syahrur wasiatlah yang dapat menerapkan kesetaraan antara 
kelompok laki-laki dengan perempuan di dunia. Dari sini diperlukanlah  
kerangka pengetahuan matematik yang berbeda dari ilmu penghitungan 
konvensional.
6
 
Dengan demikian, Syah}ru>r tidak mendapati perbedaan antara 
kelompok laki-laki yang belum balig dan masih menempuh studi dengan 
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laki-laki yang sudah dewasa yang sudah lulus dan bekerja. Tidak juga 
menemukan perbedaan antara bagian seorang ayah yang menderita sakit 
parah dengan bagian ayah yang masih sehat dan giat bekerja. Juga tidak 
terdapat perbedaan antara seorang anak yang berbakti kepada orang tua 
dengan anak yang durhaka kepadanya. Seluruh kondisi tersebut  merupakan 
kondisi individual yang khusus dalam keluarga yang tidak mungkin dicapai 
keadilan di dalamnya kecuali dengan wasiat yang khusus.
7
 Proses 
pembagian harta waris memang sangat pelik karena  jika pembagianya tidak 
dilakukan secara adil maka akan terjadi kesenjangan sosial dan konflik antar 
saudara atau keluarga. Sehingga untuk solusi dari permasalahan tersebut 
prioritas utamanya dalam hal pewarisan adalah terletak pada masalah 
wasiat, yaitu dengan menentukan bagian harta peninggalan melalui wasiat 
sebelum meninggal. Dalam hal pewarisan Syah}ru>r mengutamakan 
melaksanakan wasiat terlebih dahulu dan wasiat tersebut harus segera 
dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.      
 
B. Metode Penafsiran Ayat-ayat Waris 
Prinsip-prinsip metodologis yang telah diuraikan dalam bab tiga, 
adalah prinsip-prinsip umum yang dianut dan diterapkan oleh Syah}ru>r 
dalam menafsirkan seluruh kandungan al-Tanzi>l al-H}aki>m, baik yang 
termasuk dalam kategori al-nubuwwah maupun kategori al-risa>lah.  
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Adapun dalam kaitanya penafsiran ayat-ayat waris secara khusus, 
berdasarkan pemaparan Syah}ru>r dalam buku ke-empatnya yang berjudul 
Nah}wa Us}u>l Jadi>d li al-Fiqih al-Isla>mi>, penulis memiliki kesimpulan bahwa 
paling tidak terdapat dua macam metode inti yang digunakan oleh Syah}ru>r, 
yaitu:  Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi 
dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analitik (al-handasah al-
tah}li>liyyah), matematika analitik (al-tah}li>l al-riya>di>), teori himpunan 
(Naz}ariyyah al-majmu>’a>t), konsep variabel penutup (al-tabi’, dependent  
variable), dan variabel pe-ubah (al-mutahawwil, independent variable) 
dalam matematika.
8
 
Berkaitan dengan metode pertama, Syah}ru>r secara konsisten mengikuti 
mazhab linguistik Abu ‘Ali al-Farisi, terutama dalam hal penolakan 
terhadap adanya sinonimitas (tara>duf) dan dalam hal komposisi (al-nazm) 
bahasa. Dalam menganalisis makna kata-kata dalam al-Tanzi>l, Syah}ru>r 
menerapkan analisa Paradigma-Sintagmatik. Analisa Paradigmatik adalah 
sebuah analisa bahasa yang digunakan untuk memahami makna kata dengan 
cara membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna 
atau justru memiliki makna yang bertentangan. Adapun analisa Sintagmatig 
adalah untuk mengetahui makna potensial mana yang secara rasional tepat 
untuk sebuah kata dengan melihat konteks tekstual di mana kata yang 
dimaksud digunakan, karena sangat dimungkinkan sebuah kata mengandung 
makana lebih dari satu (polisemi, musytarak al-ma’a>ni>). 
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Sedangkan, terkait dengan metode kedua yakni penerapan ilmu eksakta 
modern, menurut Syah}ru>r, adalah merupakan sebuah keniscayaan, 
mengingat al-Tanzi>l adalah wahyu terakhir untuk seluruh manusia yang 
S}ahi>h li kulli zaman wa al-maka>n. 
Gagasan-gagasan metodologis Syah}ru>r merupakan respons dan 
sekaligus sebagai alternatif bagi umat Islam dalam memahami pesan dan 
kandungan al-Kita>b di tengah maraknya dua kecenderungan yang muncul 
dan telah berkembang di dunia Islam-Arab saat ini.
9
 Pertama, kelompok 
skripturalis-literalis yang berpegang kuat pada arti literal dan meyakini 
bahwa warisan masa lalu mengandung kebenaran yang absolut. Apa yang 
cocok bagi komunitas Islam pada masa dahulu, tentunya juga cocok dengan 
umat Islam di zaman setelahnya. Kelompok ini tidak bosan meneriakkan 
jargon “Islam adalah solusi bagi setiap persoalan”. Kedua, dianut oleh 
orang-orang yang selalu menyerukan sekularisme dan modernisme. Mereka 
mengabaikan nilai-nilai tradisi Islam termasuk al-Kita>b yang merupakan 
bagian dari tradisi yang diwarisi umat Islam. Kolompok ini tidak lain adalah 
kaum marxis, komunis dan beberapa kaum pengagum nasionalisme Arab.
10
    
Untuk menengahi dua kecenderungan ekstrim tersebut, Syah{ru>r 
menyerukan ajakan untuk “kembali pada teks”, dalam artian menyakini 
kebenaran dan kesucian teks-teks Tuhan (al-Kita>b), serta menjadikan segala 
bentuk interpretasi manusia atasnya (al-Kita>b) sebagai peninggalan warisan 
masa lalu yang berharga (tradisi), namun ia tidak perlu disakralkan. Segala 
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tafsir dan semua bentuk produk ijtihad yang dihasilkan manusia tidaklah 
lebih dari sekedar upaya serta respons mereka untuk mengetahui kandungan 
teks ke-Tuhanan ini.
11
  Oleh karena itu Syah}ru>r menegaskan bahwa 
pembacaan yang dilakukan olehnya pun hanyalah merupakan penbacaan 
yang temporer tidak final. Karena orang yang mengklaim bahwa 
pemahaman terhadap al-Tanzi>l sebagai pemahaman yang mutlak, pada 
dasarnya ia hanyalah mengklaim sebagai sekutu Allah dalam hal 
pengetahuan.
12
 Dengan bahasa lain, bahwa semua bentuk penafsiran 
manusia adalah bersifat historis, ia hadir dari dan untuk ruang waktu 
tertentu.
13
 Sehingga penafsiran tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi 
dan waktu. 
 
 
 
C. Ayat-Ayat Waris Dan Penafsiranya  
Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan secara terperinci tentang aturan-
aturan hukum waris, yakni terdapat dalam tiga ayat yang tertulis dalam surat 
al-Nisa>’ [4] ayat 11, 12 dan 176. Bunyi dari ketiga ayat tersebut sebagai 
berikut: 
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Terjemahan  di bawah ini merupakan terjemahan berdasarkan 
pemahaman Syahrur, artinya sebagai berikut: 
Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan dan jika anak perempuanitu 
jumlahnya  lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan (sementara sepertiga sisanya untuk pihak laki-laki). 
jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 
harta (yang ditinggalkan dan setengah yang lainya untuk laki-laki)
14
. 
Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 
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diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa>’ [4]: ayat 
11) 
 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka 
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. 
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis 
saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, Maka mereka bersama-sama dalam yang 
sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 
ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Nisa>’ [4]: ayat 12) 
 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala>lah). Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala>lah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 
saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak 
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka 
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-
laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
(Q.S. al-Nisa>’ [4]: ayat 176) 
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Menurut Syah}ru>r dalam ketiga ayat di atas, telah mencakup seluruh 
permasalahan yang mungkin ada dalam pembagian harta waris secara 
lengkap, baik mencangkup orang-orang yang berhak menerima harta 
pembagian waris maupun prosentase bagian masing-masing yang akan 
diterima oleh ahli waris. Uraian penjelasan ketiga ayat tersebut adalah untuk 
kasus dimana berkumpulnya dua jenis kelamin yakni laki-laki dan 
perempuan secara bersamaan. 
Penjelasan ketiga surat al-Nisa>’ di atas menguraikan pembagian waris 
mencakup pihak-pihak sebagai berikut: keluarga menurut garis cabang (al-
furu>’), orang tua ke atas (al-us}u>l), suami-isteri (al-zawj), saudara (al-
ikhwah), maupun perihal orang mati punah (al-kala>lah). Sehingga dengan 
demikian, menurutnya, pihak-pihak yang tidak disebut dalam ketiga ayat 
waris di atas, seperti paman, anak laki-laki paman, dan seterusnya 
merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian 
apapun dari harta warisan.
15
 
 Adapun uraian dari penafsiran ke tiga ayat di atas menurut Syah}ru>r 
adalah sebagai berikut: 
1. Pembagian waris bagi  keluarga menurut garis cabang atau anak ke 
bawah (al-furu>’). 
Potongan pertama ayat ke 11, membahas tentang pembagian 
waris bagi anak-anak ke bawah (al-furu>’), isi potongan ayat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
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Menurut Syah}ru>r, dalam penggalan ayat pertama di atas telah  
mencakup prinsip-prinsip dasar umum hukum waris, yakni tiga prinsip 
umum hukum waris yang merupakan pokok dari pada prinsip hukum 
waris. Prinsip pertama dijelaskan dalam redaksi ayat yang berbunyi 
( ) yang berarti bahwa bagian seorang laki-laki 
sama dengan dua orang perempuan.  Prinsib kedua tertuang dalam 
redaksi ayat ( ) artinya jika anak 
perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan (sementara sepertiga sisanya 
untuk pihak laki-laki). Sedangkan prinsip ketiga dijelaskan dalam 
redaksi ( ), artinya jika terdapat seorang 
perempuan maka baginya separo bagian, dan separo yang lain untuk 
seorang laki-laki. Penjelasan ayat berikutnya hanya merupakan 
penjelasan kasus-kasus spesifik dari ketiga prinsip waris yang telah 
disebutkan di atas yang menggambarkan h}udu>dulla>h (batas-batas 
hukum Allah) dalam pembagian harta warisan.
16
 Bagi Syah}ru>r, 
penyebutan anak-laki-laki dalam ayat di atas hanya sekali, sementara 
anak perempuan disebutkan berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa 
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perempuan merupakan poros atau titik tolak dalam pembagian harta 
waris.
17
 
Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam 
pembagian waris, Syah}ru>r menawarkan ilmu matematika sebagai alat 
bantu, yang meliputi: teknik analisis –geometri (al-handasah al-
tah}li>liyyah), analisa matematis – aritmatika (al-tah}li>l al-riya>d}i>), teori 
himpunan (al-majmu>’a>t), serta konsep variabel pengikut (al-ta>bi’), dan 
variabel peubah (al-mutah}awwil), yang bisa digambarkan dalam rumus 
persamaan fungsi sebagai berikut:  
Y = f (x) 
 
Rumus di atas berarti bahwa x menempati posisi sebagai variabel 
pe-ubah (al-mutah}awwil) dan Y sebagai variabel pengikut (al-tabi’).  Y 
sebagai variabel pengikut, maka nilainya selalu berubah dan berganti 
mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai x. Dalam hukum  waris 
Syah}ru>r memposisikan laki-laki sebagai variabel pengikut, yang 
disimbolkan dengan Y. Dan perempuan sebagai variabel pe-ubah yang 
disimbolkan dengan (x). Syah}ru>r berpendapat bahwa perempuan adalah 
dasar dalam perhitungan waris, sehingga bagian laki-laki baru 
ditetapkan batasanya setelah bagian perempuan ditetapkan terlebih 
dahulu. Karena, sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan 
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bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x) selaku 
variabel pe-ubah.
18
 
Dalam redaksi ayat ( ). Menurut Syah}ru>r, ada 
dua hal yang perlu diperhatikan dalam ayat tersebut. Pertama, ayat 
tersebut diawali dengan kata ( ). Bagi Syah}ru>r, hal ini memberikan 
petunjuk yang sangat penting, yaitu bahwa wasiat adalah merupakan 
dasar dari pemindahan harta (hak milik). Bahkan ia diwajibkan kepada 
manusia sebagaimana Allah mewajibkan shalat dan puasa. Kemudian, 
karena dalam wasiat selalu terkandung dua hal: 1. Orang yang dibebani 
wasiat, dan 2. Sasaran wasiat. Maka dalam setiap berwasiat harus selalu 
ada pembatasan tentang kedua hal tersebut. Dalam ayat di atas, pihak 
yang dibebani wasiat adalah seluruh manusia. Adapun sasaran 
wasiatnya adalah warisan bagi anak-anak dan bagian harta yang 
diperoleh masing-masing.
19
 
Kedua, dalam ayat tersebut Allah menggunakan redaksi (
) bukan dengan redaksi : ( ), padahal dalam ayat yang 
sama terdapat penyebutan al-abna>’: (
). Kata al-aula>d adalah bentuk jamak dari kata al-walad. Selain 
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itu, ia juga mencakup seluruh manusia, karena semua lahir melalui 
proses kelahiran. Sementara al-abna>’ (bentuk jamak dari kata ibn) 
menunjukkan ruang lingkup yang lebih kecil. Dari sini Syah}ru>r, 
berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip waris yang menjadi target dari 
wasiat setelah redaksi fi> aula>dikum adalah mencakup seluruh 
kemungkinan kasus pewaris bagi seluruh manusia, dan berlaku pada 
setiap orang yang lahir dan dilahirkan, yang meliputi bapak-ibu, cucu, 
suami-isteri, dan saudara.
20
  
Selanjutnya redaksi berikutnya berbunyi: ( ). 
Lafad ini merupakan prinsip pertama dalam hal waris, redaksi ini 
menurut Syah}u>r, mengindikasikan secara jelas bahwa pihak perempuan 
adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian waris. 
Menurutnya, dengan redaksi tersebut seakan-akan Allah menyatakan: 
“perhatikan bagian yang kalian tentukan untuk dua perempuan, 
kemudian berikanlah semisal itu kepada seorang laki-laki”. Karena, 
dilihat logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak masuk 
akal mengetahui dan menentukan hal semisal sebelum mengetahui dan 
menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut.
21
 
Mayoritas ahli fiqih membaca ( ) kemudian 
menerapkanya seakan-akan Allah berfirman ( ) dan 
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menjadikan prinsip umum dalam seluruh kasus pembagian waris. 
Dalam hal ini, penafsiran Syah}ru>r berbeda dengan penafsiran para 
ulama ahli fiqih. Sebagaimana yang tertuang dalam Ilmu Fara>id}.22 
Sedangkan menurut Syah}ru>r, terjadi berbedaan yang cukup tajam 
mengenai penggandaan jumlah perempuan yang ada dalam firman 
Allah tersebut, dan penggandaan prosentase (mis\la>) seperti pendapat 
yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Bagi Syah}ru>r, pada redaksi pertama 
( : penggandaan jumlah perempuan), dimana 
didalamnya terdapat variabel pengikut (al-tabi’),dan variabel pe-ubah 
(al-mutahawwil), juga terdapat variabel pe-ubah tertentu, yaitu jumlah 
perempuan yang terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki 
dalam hal ini adalah variabel yang mengikuti perubahan variabel 
perempuan. Karena itu, menurutnya, dalam ayat waris laki-laki hanya 
disebut satu kali, sedangkan perempuan disebutkan berkali-kali, 
sehingga perempuan memiliki kemungkinan jumlah yang beragam, 
mulai nilai angka satu sampai tak terhingga. 
                                                 
22
 Ibid., h. 236. Dalam hal ini, meskipun seluruh ahli tafsir dan ahli fiqih memahami 
redaksi ( ) bahwa laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat daripada 
bagian perempuan, dan menjadikanya sebagai prinsip umum hukum waris. Akan tetapi, 
beberapa mufassir, misalnya al-thaba>thaba>’i >, berpendapat bahwa penggunaan redaksi 
tersebut paling tidak memberipetunjuk dua hal. Pertama, menunjukkan adanya pembatalan 
terhadap tradisi waris Jahiliyyah yang tidak memberikan waris kepada perempuan. Dengan 
redaksi tersebut, Allah memberi pengakuan pemberian waris kepada perempuan dan 
menjadikanya dasar perundang-undangan; menurutnya, jika tidak demikian niscaya Allah 
akan berfirman: (ركذلا ظح فصن يثنلأل). Kedua,redaksi tersebut adalah untuk menunjukkan 
bahwa bagian dua anak perempuan apabila tidak bersama anak laki-laki adalah 2/3, karena 
itu al-Qur’an tidak menggunakan redaksi (  dan ). Lihat 
Al-thaba>thaba>’i >, Al-Mizan fi> Tafsir al-Qur’an, jilid 4, h. 207 
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Sementara pada redaksi kedua (  penggandaan 
prosentase bagian), yangmana di dalamnya tidak terdapat variabel 
peubah, variabel pengikut, maupun dasar penghitungan. Sehingga laki-
laki akan bisa mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian 
perempuan, berapapun jumlah perempuannya. Demikian ini seperti 
halnya yang telah menjadi aturan yang diterapkan dalam Ilmu Fara’id }.23 
Disamping itu, menurut pandangan Syah}ru>r, dalam redaksi (
), memberikan pengertian bahwa laki-laki mendapatkan 
bagian dua kali lipat dari perempuan adalah dalam satu kasus saja, 
yakni ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. 
Artinya bahwa ketika jumlah perempuan dua kali lipat dibanding 
jumlah laki-laki (1 laki-laki : 2 perempuan, 2 laki-laki : 4 perempuan, 3 
laki-laki : 6 perempuan,…).24 Maka prinsip hukum waris dalam 
pembagian harta warisan dua banding satu untuk laki-laki dapat 
diterapkan.    
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika jumlah perempuan 
lebih besar dua kali dari jumlah perempuan?. Misalnya, 1 laki-laki 
dibanding jumlah perempuan 3,4,5,6,…, maka jawabanya dari pertanyaan 
tersebut ada dalam penjelasan ayat selanjutnya (
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 Syah}ru>r, Nah}wa Us}u>l…, h.236 
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) jika jumlah perempuan lebih dari dua maka mereka 
mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan. Ini merupakan prinsip 
kedua dari hukum waris.  
Titik tekan dalam penggalan ayat di atas adalah penggunaan 
dalam redaksi ( ) jumlah perempuan lebih dari dua, poin 
penting yang harus diperhatikan yaitu: pertama, mengapa yang 
digunakan adalah kata nisa>’an bukan ina>s\an ? dalam hal ini, menurut 
Syah}ru>r, kata nisa>’ adalah bentuk jamak dari kata imra’ah. Dan al-
mar’ah artinya adalah perempuan yang sudah dewasa (al-uns\a> al-
ba>lighah). Sementara inas\ hanya menunjukkan pada arti jenis 
perempuan. Setiap imra’ah termasuk dalam jenis kategori uns\a> 
(berjenis kelamin perempuan), namun tidak setiap yang berjenis 
kelamin perempuan adalah nisa>’ (perempuan dewasa).25 Seorang 
manusia, baik ketika masih berupa janin dalam rahim ibu atau sudah 
berusia lima puluh tahun, dapat disebut sebagai uns\a (jika perempuan) 
atau disebut z\akar (jika laki-laki). 
                                                 
25
 Perbedaan kata nisa>’ dan ina>s\, perhatikan konteks penggunaan kata ina>s\ dalam 
firman Allah ( ). Dalam potongan ayat tersebut yang dijelaskan adalah 
posisi pewaris dari jenis kelaminya, laki-laki atau perempuan, tanpa melihat berapa 
umurnya. Namun ketika jumlah pewaris perempuan lebih dari dua, mereka disyaratkan 
sudah dewasa atau termasuk dalam kategori nisa>’. Misalnya dalam Q.S. Al-Najm [53]: 45 
( ), dan Q.S Al-Syu>ra> [42]: 49 (
). Kedua ayat tersebut juga hanya menekankan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 
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Dari analisis di atas, Syah}ru>r membuat kesimpulan bahwa kata 
nisa>’ yang terdapat dalam potongan ayat ( ) adalah 
perempuan yang telah menginjak dewasa, bukan perempuan yang 
masih anak-anak. Dan jumlahnya melebihi dari dua orang.
26
 
Kedua, kata nisa >’ adalah bentuk jamak yang mengandung arti 
lebih dari dua. Jika demikian, mengapa dalam ayat tersebut masih 
terangkai dengan redaksi ( ), bukankah penggabungan redaksi 
tersebut merupakan pemborosan kata? Apakah tidak cukup digunakan 
salah satunya saja? 
Dalam permasalahan ini, Syah}ru>r berusaha menjelaskan bahwa 
penggunaan dua unngkapan tersebut secara bersamaan sebagaimana 
bunyi redaksi ayat ( ), menunjukkan ada keterangan yang 
tidak bisa ditampung oleh salah satunya, kecuali jika keduanya 
diungkapkan secara bersamaan. 
Menurut Syah}ru>r, penggabungan kata tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat kasus waris tertentu yang di dalamnya terdapat 
perempuan-perempuan dewasa yang jumlahnya lebih dari dua orang. 
Namun pada kasus tersebut tidak bisa diterapkan kasus waris dimana 
jumlah perempuanya lebih dari dua orang.
27
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Contohnya: terdapat ahli waris dua anak laki-laki dan empat anak 
perempuan dewasa. Dalam kasus ini, perempuan berjumlah empat 
orang, tetapi perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-
laki adalah 4/2 = 2, atau “jumlah perempuan dimisalkan sama dengan”, 
bukan “di atas atau melebihi dua perempuan”. Hal ini disebabkan 
karena jumlah laki-laki adalah dua orang, lain halnya jika jumlah laki-
laki adalah satu orang, maka jumlah perempuan empat tadi sudah 
merupakan “fauqa is\nataini”. Hal ini berarti bahwa contoh kasus 
tersebut hanya memenuhi persyaratan kategori nisa’ (variabel 
perempuan-perempuan dewasa), namun tidak bisa memenuhi variabel-
variabel kuantitas “di atas atau lebih dari dua”. Karenanya, pembagian 
waris tidak bisa dimasukkan dalam prinsip: (
), namun masuk dalam prinsip pertama hukum waris: (
).
28
 
Contoh lain: ahli waris terdiri dari satu laki-laki dan tiga orang 
perempuan dewasa, atau ahli waris terdiri dari dua orang laki-laki dan 
lima orang perempuan dewasa. Dalam permasalahan ini, persyaratan 
adalah kategori perempuan dewasa dan persyaratan yang lain adalah 
lebih dari dua perempuan. Pada kasus pertama, perbandingan antara 
jumlah perempuan dan laki-laki adalah 3/1 = 3, dan pada kasus kedua 
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adalah 5/2 = 2,5. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini 
adalah jumlah pewaris terkadang berupa bilangan utuh (kasus pertama 
3/1 = 3) dan terkadang juga bilangan pecahan (kasus kedua, 5/2 = 2,5). 
Oleh karena itu redaksi yang digunakan adalah kata “fauqa” bukan kata 
“aks\ara”. Dalam al-Tanzi>l, kata “aks\ara” digunakan hanya dalam 
konteks penyebutan bilangan utuh dan tidak bisa dipecah-pecah.
29
 
Adapun dalam redaksi ayat : (
), potongan ayat ini merupakan prinsip hukum waris yang ke dua. 
Menurut Syah}ru>r, meskipun yang disebut hanya pihak perempuan tanpa 
menyebut pihak laki-laki akan tetapi laki-laki secara otomatis ikut di 
dalamnya yang berfungsi sebagai lawanya. Hal ini terjadi karena 
perempuan adalah dasar atau biasa disebut dengan variabel pe-ubah, 
sedangkan laki-laki disebut dengan variabel pengikut. Hal ini mengekor 
pada kasus penyebutan ibu tanpa bapak. Yang perlu diperhatikan 
selanjutnya adalah dalam prinsip tahap dua ini, bagian yang diterima 
laki-laki tidak mencapai dua kali lipat dari bagian perempuan. 
Contohnya: terdapat ahli waris satu laki-laki dan tiga perempuan, 
tentunya dalam hal ini jatah laki-laki lebih besar dari perempuan, yaitu 
sebesar 33,33% dari harta peninggalan. Dan jatah untuk pihak ketiga 
perempuan adalah 66,66 %, sehingga masing-masing pihak perempuan 
mendapatkan 22,22%. Hal ini memperkuat kesimpulan Syah}ru>r, bahwa 
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bagian pihak laki-laki adalah dua kali lipat hanya terjadi pada prinsip 
hukum waris pertama, yaitu pada saat jumlah perempuan dua kali lipat 
dari jumlah laki-laki.  
Kemudian redaksi berikutnya adalah potongan ayat (
) merupakan prinsip hukum waris ketiga, yaitu ketika 
orang yang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan dan 
satu anak laki-laki. Artinya jumlah pihak anak laki-laki sama dengan 
jumlah pihak anak perempuan. Sehingga dalam permasalahan ini, 
bagian yang diterima adalah sama baik antara pihak laki-laki dan pihak 
perempuan.
30
 
Pendapat Syah}ru>r berbeda dengan ulama ahli fiqih dan 
kebanyakan mufassir mengenai redaksi ayat (
) dan ( ). Syah}ru>r memahami kedua 
redaksi ayat tersebut merupakan kasus berkumpulnya anak laki-laki dan 
perempuan. Sementara ahli fiqih dan para mufassir memahami bahwa 
kedua kasus di atas adalah kasus hanya untuk anak perempuan saja. 
Menurut Syah}ru>r, ketiga prinsip umum di atas  telah mencakup 
seluruh kasus yang mungkin terjadi pada perempuan dan sudah 
mencakup seluruh kepentingan keluarga di dunia, baik perempuan 
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berjumlah satu, dua, atau lebih dari dua sampai takterhingga. Dalam hal 
ini tidak ada kasus ke empat, baik ditinjau dari probabilitas matematis 
maupun realitas kehidupan obyektif.
31
 
2. Pembagian waris bagi  keluarga menurut garis orang tua ke atas (al-
us}u>l). 
Pembaguan waris bagi keluarga menurut garis al-us}u>l terdapat 
dalam potongan ayat 11, dimana sebelumnya telah dijelaskan 
pembagian waris berdasarkan al-furu>’. Kelanjutan dari ayat yang 
menjelaskan pembagian waris berdasarkan al-furu>’ adalah redaksi ayat 
yang menjelaskan tentang pembagian waris berdasarkan garis al-us}u>l, 
redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut: 
....
 
 
Dalam redaksi potongan pertama : (
), nampak terdapat beberapa ungkapan yang perlu 
mendapatkan perhatian kusus. Pertama, untuk menjelaskan ungkapan 
kedua orang tua dalam ayat tersebut menggunakan redaksi “wa li 
abawaihi” bukan “wa li wa>lidaihi”. Dalam hal ini, menurut Syah}ru>r, 
kata tersebut berarti kedua orang tua, baik orang tua kandung (al-wa>lid) 
ataupun orang tua angkat (al-ab) dalam hal pengangkatan anak adopsi. 
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penggunaan redaksi tersebut dapat dipahami bapak atau ibu 
mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan.
32
 
Kedua, perolehan bagian yang sama rata antara bapak dan ibu. Ini 
adalah batas ketiga hukum waris, yaitu ( ). 
Ketiga, ungkapan ( ) dalam redaksi di atas, oleh Syah}ru>r 
dipahami bahwa sebelum bagian bapak dan ibu ditentukan terdapat 
jatah bagian pihak lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni 
bagian suami dan isteri jika masih hidup.
33
  
Kemudian dalam redaksi potongan kedua : (
). Pertama, dalam ayat ini yang disebut adalah pihak 
perempuan yang dalam hal ini disebutkan secara jelas pihak perempuan 
tersebut adalah ibu. Menurut Syah}ru>r, penyebutan demikian karena 
pihak perempuan menjadi dasar atau poros dalam hal pewarisan. Pihak 
laki-laki tidak disebutkan karena secara otomatis masuk didalamnya, 
yang dalam hal ini pihak laki-lakinya adalah ayah. Kedua, terkait 
dengan bagian 1/3 untuk ibu, merupakan prinsip yang diterapkan batas 
pertama hukum waris, yaitu ( ), sehingga 2/3 sisanya 
                                                 
32
 Pendapat Syah}ru>r ini berbeda dengan pendapat ulama fiqih, dimana para ulama 
ahli fiqih mengungkapkan bahwa orang tua angkat tidak berhak menerima waris dari anak 
angkatnya. Mengenai pandangan Syah}ru>r tentang adopsi anak dalam Islam, lihat uraian 
lengkapnya dalam karya ketiganya Al-Isla>m wa al-I<ma>n, h. 284-298 
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adalah untuk ayah. Pembagian ini dilakukan setelah dipotong terlebih 
dahulu oleh jatah salah seorang di antara suami atau isteri jika ada.
34
   
Selanjutnya dalam redaksi potongan ketiga: (
). Dalam hal ini ibu mendapatkan 
bagian 1/6 jika yang meninggal memiliki saudara, maka secara otomatis 
menurut Syahrur, ayah mendapatkan 5/6 bagian. Dalam kasus ini, 
bagian harta waris bagi pihak saudara adalah seperti halnya yang 
diterapkan dalam prinsip batas kedua hukum waris, yaitu (
). Penyelesaian pembagianya sama seperti jika 
misalnya seseorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu 
saudara laki-laki dan sepuluh saudara perempuan. Maka dalam hal ini 
pihak laki-laki mendapat bagian 1/3, sementara 2/3 sisanya untuk 
sepuluh saudara perempuan. Dalam hal ini, bagian seorang laki-laki 
sama dengan bagian lima perempuan, demikian juga bagian bapak sama 
dengan bagian lima ibu.
35
   
Dari penjelasan redaksi ayat tersebut, Syah}ru>r mengambil dua 
poin penting yang perlu diperhatikan dalam ketiga kasus pewarisan bagi 
orang tua di atas. Pertama, adanya perbedaan pembagian warisan bagi 
kedua orang tua dalam ketiga kasus yang disebutkan. Kedua, teori 
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probabilitas yang diterapkan dalam kasus pewarisan bagi orang tua 
beralih dari “kondisi himpunan (h}a>lah al-majmu>’ah)” menjadi “kondisi 
kategoris (h}a>lah al-zumrah)”. 
Dalam kasus pewarisan anak yang diterapkan adalah h}a>lah al-
majmu>’ah, yaitu himpunan laki-laki dan himpunan perempuan. 
Himpunan ini tidak bisa diterapkan pada kasus pewarisan orang tua, 
karena itu yang diterapkan adalah h}a>lah al-zumrah, yaitu kategori ayah 
dan ibu. Menurut Syah}ru>r, agar level kategoris dapat diterapkan secara 
tepat, maka harus sesuai dan mencangkup empat bentuk, yaitu: 1) jenis 
kelamin, 2) tingkatan umur, 3) status perkawinan, dan 4) status 
kepemilikan keturunan. Karena itu kategori ayah adalah: laki-laki, 
dewasa, menikah, dan memiliki anak. Sementara kategori ibu adalah: 
perempuan, dewasa menikah, dan memiliki anak.
36
 
Kemudian, setelah menjelaskan pembagian waris bagi anak-anak 
dan ibu-bapak. Lanjutan ayat berbunyi: (
). Potongan ayat ini berbicara tentang keluarga menurut 
garis keturunan asal yaitu terdiri dari bapak-ibu, kakek-nenek, dst. 
Yang terkandung dalam kategori ( ). Dan berbicara tentang 
keluarga menurut garis keturunan cabang yaitu anak, cucu, cicit, dst. 
Yang terkandung dalam redaksi ( ).  
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Prinsip “al-aqrab fa al-ab’ad”, merupakan kaidah yang 
diberlakukan mulai dari keluarga terdekat kemudian yang terjauh. 
Misalkan , seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek. Maka kakek 
tidak bisa mendapat warisan sebab tertutupi oleh keberadaan bapak. 
Kecuali saat si pewaris mati dan bapaknya telah mninggal terlebih 
dahulu maka kakek bisa memperoleh warisan karena yang menutupi 
kakek tidak ada. 
Demikian juga pewarisan keluarga menurut garis ke bawah. 
Keberadaan anak, baik laki-laki ataupun perempuan akan menghalangi 
pihak cucu untuk memperoleh warisan. Demikian juga, kasus dimana 
kakek meninggal dan sang anak juga ikut meninggal atau telah 
meninggal terlebih dahulu dari pada kakek. Maka hak waris berpindah 
kepada cucu kakek tersebut, karena tidak ada pihak lain yang 
menghalanginya.
37
 
Terakhir, ayat di atas ditutp dengan redaksi (
). Menurut Syah}ru>r, ketentuan hukum waris yang 
dijelaskan tersebut baru diberlakukan setelah dipastikan orang yang 
meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun yang berisi siapa 
saja yang memperoleh harta tinggalanya, di antara orang tua, anak-
anak, keluarga dekat, kerabat jauh, anak-anak yatim dan generasi yang 
lemah. Dengan kata lain, jika bagian waris belum ditentukan oleh yang 
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meninggal dunia dalam wasiatnya, maka Allah menetapkan bagian-
bagian tersebut melalui sistem waris sebagai ganti dari tidak adanya 
wasiat dari orang yang meninggal dunia tersebut.
38
  
3. Pembagian waris bagi  suami isteri (al-zawj) 
Pembahasan selanjutnya terdapat dalam surat al-Nisa>’ ayat 12, 
yang membahas tentang pembahasan waris untuk dua kategori, yaitu 
kategori suami isteri dan kategori saudara. Adapun pembahasan yang 
menjelaskan pembagian bagi suami isteri, terdapat dalam redaksi ayat 
sebagai berikut: 
 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah, menetapkan bagian bagi 
suami dan isteri, masing-masing sebesar 1/2 dan 1/4 jika mereka tidak 
memiliki anak ataupun cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan 
jika  kedua pasangan suami dan isteri tersebut memiliki anak baik laki-
laki ataupun perempuan maka bagi suami dan isteri tersebut 
mendapatkan masing-masing 1/4 dan 1/8 dari harta peninggalan. 
Menurut Syah}ru>r, prosentase bagian yang ditetapkan untuk suami dan 
isteri di atas, merupakan batasan minimal yang berhak diterima oleh 
keduanya.
39
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Dalam kasus ini, prinsip pembagian harta waris bagi suami dan 
isteri adalah prinsip pertama hukum waris, yaitu (  ), 
artinya pihak suami memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian yang 
diterima oleh pihak isteri. Selain itu, poin penting yang juga harus 
diperhatikan adalah bahwa setiap kali Allah menyebutkan aturan-aturan 
pembagian waris, Allah selalu menutupnya dengan firman : (
). Fakta ini, menurut Syah}ru>r, memperkuan 
pendapatnya tentang hal yang menjadi poros atau dasar pembagian 
harta peninggalan adalah wasiat. Ketika wasiat tidak ada, maka waris 
ditetapkan sebagai penggantinya yang mencakup batasan-batasan dan 
prinsip hukum Tuhan yang bersifat universal.
40
  
Prosentase yang telah ditentukan oleh Allah bagi bagian suami 
dan isteri, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
Bagian waris untuk suami Bagian waris untuk isteri 
Setengah (1/2), ketika tidak ada 
anak. Ini merupakan bagian bagi 
suami berdasarkan batas minimal 
(al-h}add al-adna>) ketika tidak ada 
anak. 
Seperempat (1/4), ketika tidak ada 
anak. Ini merupakan batas minimal 
bagian waris bagi isteri ketika tidak 
ada anak. 
Seperempat (1/4). Ini merupakan Seperdelapan (1/8). Ini merupakan 
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batas minimal bagian waris bagi 
suami ketika  ada anak. 
batas minimal bagian waris bagi 
isteri ketika ada anak. 
 
Allah menerapkan batas ( ), akan timbul 
pertanyaan: mengapa dalam kasus ini tidak diterapkan batas hukum 
yang lain, misalnya batas hukum ( ). Menurut 
Syah}ru>r, dia tidak mengetahui hikmah dibalik penerapan hukum ini, 
kecuali memahami bahwa hukum waris bersifat universal bukan parsial. 
Dalam hal ini akan diperoleh prinsip keadilan dan kesetaraan antara 
pihak laki-laki dan perempuan pada tingkat kolektif (h}a>lah al-
majmu>’a>h) bukan individu (h}a>lah al-afra>d). Artinya akan diperoleh 
perlakuan hukum yang setara antara kategori suami dari pihak laki-laki 
dan kategori isteri dari pihak perempuan.
41
 
 
4. Perihal pewarisan punah pertama (al-kala>lah al-u>la>) 
Potongan ayat kedua dari surat al-Nisa>’ ayat 12, membahas 
tentang pewarisan al-kala’ah (pewarisan punah), ayat tersebut berbunyi: 
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Dari redaksi penjelasan ayat di atas, Syahrur menggaris bawahi 
beberapa hal. Pertama, al-kala>lah adalah kerabat dekat orang yang 
meninggal selain anak dan bapak. Kedua, bagian-bagian yang diperoleh 
oleh bagian para saudara yang dijelaskan dalam ayat di atas adalah 
ketika mereka mewarisi bersama salah satu pasangan suami atau isteri. 
Ketiga, prinsib yang digunakan dalam pembagian harta waris dalam 
kala>lah ini adalah prinsip ketiga hukum waris (
), yaitu pembagian yang sebanding atau sama antara saudara laki-
laki dan perempuan. Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki atau 
seorang perempuan, maka bagianya adalah 1/6. Sementara jika terdiri 
dari kumpulan saudara, maka secara total mereka memperoleh bagian 
1/3, yang dibagi sama rata di antara mereka.
42
  
Dalam divinisi al-kala>lah yang diutarakan Syah}ru>r di atas tidak 
jauh beda dengan devinisi al-kala>lah yang diutarakan oleh ulama 
terdahulu. Sedangkan terkait masalah pembagian waris bagi saudara, 
Syah}ru>r tidak memberikan berbedaan arti dari hubungan saudara. 
Artinya baik saudara kandung, saudara se-ayah atau saudara se-ibu 
adalah sama dalam hal prosentase mendapatkan bagian harta warisan. 
Hal ini berbeda dengan pandangan para ulama ahli fiqih. 
Setelah menguraikan penjelasan tentang pewarisan kalalah bagi 
saudara bersama salah satu suami atau istreri, kemudian dilanjutkan 
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redaksi ayat ( ). Menurut Syah}ru>r, hal ini 
memberikan pengertian bahwa wasiat adalah jalan keluar yang paling 
utama dan adil dalam pembagian harta waris. Akan tetapi dalam hal 
wasiat ulama ahli fiqih memberikan batasan maksimal dalam jumlah 
pewasiatan yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Dan juga 
mensyaratkan bahwa yang diberi wasiat adalah selain dari ahli waris. 
Kemudian lanjutan redaksi ayat selanjutnya ( ). Kata 
mud}arr berasal dari kata kerja d}arra, yang memiliki tiga pengertian 
dasar. Pertama, kata al-d}urr (bahaya) adalah lawan dari kata al-naf’ 
(manfaat). Kedua, kata al-d}urr berasal dari kata al-d}arrah yang artinya 
“isteri kedua”. Ketiga, kata al-d}urr yang memiliki pengertian “terbebani 
oleh kesulitan”.43 Dari ketiga makna tersebut menurut Syah}ru>r makna 
pertama dan kedua bisa mencakup ke dalam makna ayat.  
Berdasarkan arti pertama, kata al-d}urr (bahaya) adalah lawan dari 
kata al-naf’ (manfaat). Menurut Syah}ru>r, menagaskan bahwa dalam 
kasus pewarisan kalalah, saudara mendapatkan jatah 1/3 bagian. Jika 
suami mengambil bagian 1/2 dari harta peniggalan maka sisa harta 
setelah dibagikan kepada saudara diberikan kepada suami. Jika isteri 
mengambil bagian 1/4 dari harta peninggalan, maka sisa harta setelah 
dibagikan kepada saudara diberikan kepada isteri. Hal ini terjadi karena 
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suami dan isteri adalah satu-satunya pewaris yang berada pada 
peringkat pertama, karena 1/2  dan 1/4 bagian adalah  batas minimal 
yang diterima suami dan isteri dalam kondisi tidak adanya anak. Dalam 
kondisi kalalah, bagian warisan (untuk suami atau isteri) akan melebihi 
dari ketentuan-ketentuan tersebut. Jika sisa harta diberikan kepada 
saudara atau orang lain yang tidak disebutkan dalam ayat waris sama 
sekali, maka terjadi “bahaya” bagi suami atau isteri yang lebih berhak 
mewarisinya. Dan Allah memperingatkan kita agar tidak terjebak dalam 
bahaya tersebut.
44
 
Sementara berdasarkan pengertian kedua, kata al-d}urr yang 
berasal dari kata al-d}arrah berarti isteri kedua. Menurut Syah}ru>r, ayat 
ini menunjukkan bahwa isteri kedua tidak ada hak untuk mendapatkan 
warisan. Menurutnya, hal ini karena laki-laki untuk melakukan 
pologami hanya terbatas pada perempuan janda yang pada asalnya 
adalah seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya dan telah 
mendapatkan harta warisan dari suaminya berdasarkan ketentuan dan 
batasan yang diatur dalam hukum ilmu waris. 
Selanjutnya uraian pembagian waris ditutup dengan redaksi ayat 
( ). Penutupan ayat ini sangat sesuai dengan 
pembukaan ayat waris yang diawali dengan firman-Nya ( ). 
Menurut Syah}ru>r, hal ini memberikan petunjuk bahwa apa yang telah 
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dipaparkan di depan adalah wasiat dari Allah sebagai ganti wasiat dari 
manusia yang tidak ditentukan oleh orang yang meninggal dunia. 
Namun demikian, wasiat Tuhan yang menggantikan wasiat manusia 
sebagai aplikasi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan 
pada tingkat kolektif (h}a>lah al-majmu>’ah). Allah juga memperingatkan 
bahwa wasiat manusia lebih utama, dengan menekankan pembagian 
waris dilakukan dengan setelah ditunaikanya wasiat dan hutang yang 
diulang-ulang dalam setiap uraian waris, sebab dalam wasiat manusia 
tersimpan keadilan pada tingkat individu (h}a>lah al-afra>d).45 Dari uraian 
tersebut nampak jelas bahwa penegasan tentang pembagian harta 
warisan dapat dilakukan setelah pelaksanaan pembayaran hutang si 
mayit jika ada, dan setelah ditunaikannya wasiat jika sebelum 
meninggal si mayit melakukan wasiat.    
 
 
5. Perihal pewarisan punah kedua (al-kala>lah al-t}aniyah) 
Pewarisan kalalah kedua dijelaskan dalam surat al-Nisa>’ ayat 176. 
Adapaun perbedaan dengan kalalah pertama terletak pada ada atau 
tidaknya suami-isteri bersama saudara. Jika saudara mewarisi bersama 
salah satu suami atau isteri, maka ketentuan penghitungannya 
berdasarkan ayat 12 di atas. Sementara jika saudara tidak bersama salah 
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satu dari suami atau isteri, maka perhitunganya berdasarkan ayat 176, 
yang redaksi ayatnya sebagai berikut: 
. 
 
Dari penjelasan ayat di atas, dalam redaksi (
), menurut Syah}ru>r, memberikan petunjuk bahwa masalah 
kalalah sebelum ayat ini diturunkan adalah masyarakan memerlukan 
penjelasan yang sangat terperinci, dengan menanyakan persoalan ini 
secara langsung kepada Nabi.
46
 
Kemudian Allah menjelaskan masalah kalalah dengan firman-
Nya ( ), maksudnya, yaitu ketika seseorang yang 
meninggal tidak memiliki keturunan baik anak ataupun cucu baik laki-
laki atau perempuan, dan juga tidak memiliki ayah atau ibu, serta tidak 
memiliki kakek atau nenek. Ayat selanjutnya menjelaskan (
) yang artinya saudara perempuan 
mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan mayit, dan saudara 
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yang laki-laki mempusakai  jika saudara perempuan tadi tidak 
mempunyai anak. 
Menurut Syah}ru>r, pada potongan ayat di atas menjelaskan bahwa 
seluruh ketentuan waris yang dijelaskan tidaklah berlaku dalam kondisi 
satu jenis kelamin saja, misalnya bahwa orang yang meninggal dunia 
hanya meninggalkan seorang saudara perempuan saja, karena jika 
demikian, maka terdapat setengah bagian yang tersisa yang tidak 
disebutkan oleh ayat siapa yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, 
Syahrur memahami bahwa disamping saudara perempuan, pastilah 
terdapat saudara perempuan, pastilah terdapat saudara laki-laki yang 
mengimbanginya.
47
 Sehingga potongan ayat di atas berarti orang yang 
meninggal dunia memilki seorang saudara perempuan dan seorang laki-
laki, dan masing-masing memperoleh setengah bagian. Ketentuan ini 
adalah batas hukum ketiga hukum waris ( ).
48
 
Kemudian firman Allah : ( ). 
Artinya, jika pewaris terdari tiga orang, misalnya dua saudara 
perempuan dan satu saudara laki-laki, atau seorang saudara perempuan 
dan dua orang saudara laki-laki, maka pembagianya, masing-masing 
mendapatkan bagian 1/3.
49
 Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana 
jika ahli waris berjumlah lebih dari tiga?. Menurut Syahrur, hal inilah 
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yang dijelaskan dalam firman Allah (
). Dalam ayat tersebut dapat diartikan, jika terdapat kasus 
yang jumlah pewarisnya terdiri dari empat orang atau lebih dan terdiri 
dari dua jenis kelamin, maka prinsip pembagianya adalah berdasarkan 
prinsip pertama hukum waris yaitu : ( ), bagian 
seorang laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan.
50
 
Dalam kasus ini, besaran jumlah pembagian harta waris antara laki-laki 
dan perempuan sama dengan yang dikemukakan oleh ulama ahli fiqih.   
 
D. Aplikasi Pembagian Warisan Oleh Syah}ru>r 
Penafsiran yang ditawarkan oleh Syah}ru>r memang berbeda dengan 
penafsiran para ulama ahli fara>id}. Akan tetapi untuk lebih memperjelas 
uraian tentang prinsip-prinsip umum dan penafsiran Syah}ru>r terhadap ayat-
ayat waris,  Syah}ru>r menjelaskan contoh penafsiranya dalam kitab Nah{wa 
Us}u>l Jadi>dah Li al-Fiqih al-Isla>mi>  yang di dalamnya memuat contoh-
contoh aplikasi pembagian waris dan pemecahanya berdasarkan prinsip-
prinsib tersebut. Dan penulis juga akan menampilkan contoh penyelesaian 
berdasarkan ilmu fara’id} sebagai bandingan terhadap metode pembagian 
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harta waris yang ditawarkan oleh Syah}ru>r. Berikut adalah contoh-contoh 
penafsiran Syah}ru>r:
51
 
1. Seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan ahli waris; isteri, ibu, 
dan tiga orang anak yang terdiri dari satu perempuan dan dua orang laki-
laki. Prosedur penyelesaianya adalah sebagai berikut:  
Pertama, menunaikan kewajiban sosial orang yang meninggal, seperti 
pajak negara, hutang-piutang dan bentuk-bentuk kewajiban urusan 
keuangan lainya. Jika hartanya masih tersisa, maka dilanjutkan dengan 
proses berikutnya. 
Kedua, menunaikan wasiat yang dibuat pewaris sebelum meninggal, 
meskipun wasiatnya menghabiskan seluruh hartanya. Jika tidak ada wasiat, 
dan harta peninggalan masih ada. Maka dilanjutkan dengan proses 
berikutnya, yakni membagi harta waris berdasarkan mekanisme waris.  
 Diumpamakan harta yang tersisa setelah ditunaikan hutang-piutang 
dan wasiat adalah sebesar 100 juta rupiah, maka mekanisme pembagian 
harta warisan adalah sebagai berikut: 
a. Isteri memperoleh 1/8 dari harta peninggalan, atau 100 juta x 1/8 = 
12,5 juta. Maka harta yang tersisa sebesar (100 juta- 12,5) 87,5 
juta. 
b. Ibu mendapatkan bagian sebesar 1/6 dari sisa harta, atau 87,5 juta x 
1/6 = 14,57 juta. Dengan demikian, harta sisa ke dua adalah 
sebesar (87,5 juta- 14,57) 72,93 juta. 
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c. Kelompok anak laki-laki memperoleh 1/2 dari sisa harta yang ke 
dua. Demikian juga kelompok anak perempuan memperoleh ½ dari 
sisa harta yang ke dua. Yaitu masing-masing kelompok 
memperoleh bagian 72,93 juta x 1/2 = 36,46 juta. Karena jumlah 
laki-laki adalah dua orang, maka masing-masing anak laki-laki 
akan memperoleh bagian 36,46 juta x 1/2 = 18, 23 juta. 
Dalam kondisi ini satu bagian perempuan sebanding dengan 
dua bagian laki-laki. Selain itu, dalam pembagian ini tidak perlu 
menggunakan mekanisme radd dan ‘awl, karena harta sudah 
terbagi secara keseluruhan. 
 
Isteri 1/8 100 juta x 1/8 = 12, 5 juta 
Ibu 1/6 dari sisa harta 
(SH) 
87,5 juta x 1/6 = 14, 57 
juta 
Satu anak Pr.  1/2 dari sisa harta ke 
2 
72,93 juta x 1/2 = 36, 46 
juta 
Dua anak Lk. 1/2 dari sisa harta ke 
2 
72,93 juta x 1/2 = 36,46 
juta:2 = @18,23 
Jumlah total: 100 juta 
 
Dalam kondisi ini, satu bagian perempuan adalah sebanding 
dengan dua bagian anak laki-laki. Pembagian waris dalam kasus ini 
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mengikuti prinsip batas ketiga hukum waris (
). 
Dan penyelesaian berdasarkan ilmu fara’id} adalah sebagai 
berikut: 
Penyamaan penyebutnya adalah 24 (harta 
warisan  100 juta: 24 = 4,166) 
Isteri 1/8 24:1/8 = 
3 
4.166 x 3 = 12.5 
juta 
 
Ibu 1/6 24: 1/6 = 
4 
4.166 x 4 = 16.664 
juta 
 
1 anak pr Ashabah 17 4.166 x 17 = 
70.822 juta : 5 = 
14.146 juta 
14.146 juta 
2 anak lk @ 28.335 
juta 
Jadi seluruh totah harta warisan yang dibagikan ke empat 
golangan tersebut adalah 100 juta. 
2.  Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris : suami, ayah, 
ibu, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Prosedur penyelesaianya 
sebagaimana di atas, yaitu: 
Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang) 
Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. 
Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris 
berdasarkan mekanisme waris. 
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Misalnya, harta yang tersisa adalah sebesar 150 juta. 
a. Suami memperoleh 1/4 harta = 150 juta x 1/4  = 37.5 juta. Sisa 
harta tersebut setelah pengurangan sebesar 112,5 juta. 
b. Ayah mendapat 1/6 dari sisa pertama = 112.5 juta x 1/6 = 18.75 
juta. Sisa harta kedua sebesar 93.75 juta 
c. Ibu memperoleh 1/6 dari sisa harta pertama = 112.5 juta x 1/6 = 
18.75 juta. Sisa harta ke tiga sebesar 75 juta. 
d. Kelompok anak laki-laki (dua orang) memperoleh 1/2  dari sisa 
harta ketiga = 75 juta x 1/2 = 37.5 juta. Sehingga masing-masing 
mendapatkan harta sebesar 18.75 juta. 
e. Kelompok anak perempuan dua orang mendapatkan 1/2  dari sisa 
harta ke tiga = 75 juta x 1/2 =37. 5 juta. Sehingga masing-masing 
mendapatkan harta sebesar 18.75 juta. 
Suami ¼ 150 juta x 1/4 = 37.5 juta  
Ayah 1/6 dari SH 112.5 juta x 1/6 = 18.75 juta 
Ibu 1/6 dari SH 112.5 juta x 1/6 = 18.75 juta 
2 anak Pr. 1/2 dari SH ke 
2 
75 juta x 1/2 = 37.5 : 2 = @ 18. 
75 juta. 
2 anak Lk. 1/2 dari SH ke 
2 
75 juta x 1/2 = 37.5 : 2 = @ 18. 
75 juta. 
Jumlah total 150 juta 
Dalam permasalahan  ini bagian yang diterima anak laki-laki 
setara dengan bagian yang diterima anak perempuan. Ketentuan 
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hukum yang diberlakukan pada kasus ini adalah sama dengan 
contoh pertama di atas, yaitu mengikuti batas ketiga hukum waris 
( ).  
3. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: 
Isteri, tiga anak perempuan dewasa dan dua anak laki-laki. Prosedur 
penyelesaian hartanya sebagai berikut: 
Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang) 
Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. 
Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris 
berdasarkan mekanisme waris. 
Misalnya, harta yang tersisa adalah sebesar 225 juta. Maka 
pembagianya adalah sebagai berikut: 
a. Isteri memperoleh 1/8, atau 225 juta x 1/8 = 28.125 juta. Sisa harta 
sebesar 196.875 juta. 
b. Kemudian sisa harta dibagi dua sama rata. Satu bagian diserahkan 
kepada kelompok laki-laki yang jumlahnya dua orang. Dan 
kelompok ke dua diserahkan kepada pihak perempuan yang 
jumlahnya tiga orang. Hasil perhitungannya adalah kelompok laki-
laki mendapatkan bagian 196.875 juta x 1/2 = 98.4375 juta. 
Sehingga masing-masing mendapatkan 98.4375 juta : 2 =  49. 
21875 juta. Adapun kelompok anak perempuan memperoleh 
196.875 juta x 1/2 = 98.4375 juta. Sehingga masing-masing anak 
perempuan mendapatkan 98.4375 juta : 3 = 32, 8125 juta. 
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Isteri  1/8 225 juta x 1/8 = 28, 125 juta 
3 anak Pr. 1/2 dari SH 196, 875 juta x 1/2 = 98,4375 
juta : 3 = @ 32, 8125 juta 
2 anak 
Lk. 
1/2 dari SH 196, 875 juta x 1/2 = 98,4375 
juta : 2 = @ 49, 21875 juta 
Jumlah total 225 juta 
Dalam permasalahan ini bagian satu anak laki-laki sebanding 
dengan 1½ bagian anak perempuan. Dalam kasus ini ketentuan 
hukum tetap mengikuti batas ketiga hukum waris  (
). Karena, meskipun dalam kasus ini jumlah perempuan 
adalah lebih dari dua (tiga orang), tetapi perbandingan jumlah 
perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 3:2 atau 1,5 (tidak 
mencapai lebih dari dua), sehingga tidak termasuk ketegori fauqa 
is\nataini. 
 
4. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris: Isteri, ibu, satu anak 
laki-laki dan empat anak perempuan. Prosedur penyelesaian pembagian 
hartanya adalah sebagai berikut: 
Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang) 
Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. 
Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris 
berdasarkan mekanisme waris. 
149 
 
Misalnya, harta yang tersisa adalah sebesar 100 juta. Maka pembagianya 
adalah sebagai berikut: 
a. Isteri mendapatkan 1/8 harta, atau 100 juta x 1/8 = 12,5 juta. Sisa harta 
100-12,5 = 87,5 juta. 
b. Ibu mendapatkan 1/6 dari sisa harta pertama, atau 87,5 juta x 1/6 = 
14,57 juta. Sisa harta 87,5 juta – 14,57 juta = 72,93 juta. 
c. Pihak anak perempuan (empat orang) mendapatkan 2/3 dari sisa harta 
ke dua, atau 72,93 x 2/3 = 48,62 juta. Masing-masing mendapat 48,62 
juta : 4 = 12,155 juta. 
d. Pihak anak laki-laki (satu orang) memperoleh 1/3 sisa harta ke dua, 
atau 72,93 juta x 1/3 = 24,31 juta. 
Isteri 1/8 100 juta x 1/8 = 12,5 juta 
Ibu 1/6 sisa harta 
(SH) 
87,5 juta x 1/6 = 14,57 juta 
4 anak Pr. 
Dewasa 
2/3 dari SH 
kedua 
72,93 juta x 2/3 = 48,62 juta : 4 = 
12,155 juta 
1 anak 
Lk. 
1/3 dari SH 
kedua 
72,93 juta x 1/3 = 24,31 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
Dalam kasus ini, perbandingan jumlah anak perempuan terhadap 
laki-laki lebih dari dua atau 4:1. Sehingga pembagian dalam kasus ini 
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menerapkan prinsip batas kedua hukum waris (
) 
5. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris: isteri, tiga orang 
anak laki-laki, dan tiga cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang 
meninggal dunia lebih dahulu. Prosedur penyelesaian pembagian sebagian 
hartanya sebagai berikut: 
Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang) 
Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. 
Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris 
berdasarkan mekanisme waris. 
Misalnya, harta yang tersisa adalah sebesar 100 juta. Maka pembagianya 
adalah sebagai berikut: 
a. Isteri memperoleh 1/8 harta, atau 100 juta x 1/8 = 12,5. Sisa harta 
sejumlah 87,5 juta. 
b. Sisa harta tersebut dibagi dua sama rata. Satu bagian sebesar 87,5 juta 
x 1/2 = 43,75 juta, diserahkan kepada tiga anak laki-laki, dan satu 
bagian lainya (43,75) diserahkan kepada tiga cucu perempuan. 
Sehingga jumlah yang diterima masing-masing anak laki-laki sebesar 
43,75 : 3 = 14,58 juta. Demikian juga dengan bagian masing-masing 
cucu perempuan sebesar 43,75 : 3 = 14,58 juta. 
Isteri 1/8 100 juta x 1/8 =  12,5 juta 
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3 anak Lk. 1/2 dari 
SH 
87,5 juta x 1/2  = 43,75 juta : 3 = @ 
14,58 juta 
3 cucu Pr. Dari 
anak laki-laki 
1/2 dari 
SH  
87,5 juta x 1/2  = 43,75 juta : 3 = @ 
14,58 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
Dalam kasus ini cucu perempuan dimasukkan dalam kategori : 
a>ba>’ukum wa abna >’ukum, sehingga pada saat pembagian waris, cucu 
yatim dipandang sebagai anak si mayat. Pembagian waris pada kasus ini 
mengikuti prinsip batas ketiga hukum waris ( ). 
6. Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris : suami, dan 
seorang saudara laki-laki. Tidak ada keluarga dari garis atas (al-usul) 
demikian juga tidak ada keluarga dari garis ke bawah (al-furuu>’). Prosedur 
penyelesaian pembagian hartanya sebagai berikut: 
Pertama, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang) 
Kedua, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. 
Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris 
berdasarkan mekanisme waris. 
Misalnya, harta yang tersisa adalah sebesar 100 juta. Maka pembagianya 
adalah sebagai berikut: 
a. Suami memperoleh 1/2 harta, atau 100 juta x 1/2 = 50 juta. Sisa harta 
pertama sebesar 50 juta. 
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b. Saudara laki-laki memperoleh bagian 1/6 dari harta awal, atau 100 juta 
x 1/6 = 16,66 juta. Sisa kedua dari harta waris adalah 50 juta – 16,66 
juta = 33,34 juta. 
c. Kemudian sisa harta tersebut diserahkan kepada suami sebagai 
tambahan dari bagianya semula, dengan argument bahwa bagian 1/2 
dari harta yang diterimanya adalah merupakan batasan minimal yang 
berhak diterima olehnya. Sehingga total bagian suami sebesar 50 juta + 
33,34 juta = 80,34 juta. 
Suami 1/2 dan Ashabah 100 juta x 1/2 = 50 juta + 33,34 juta = 
80,34 juta 
Saudara 
Lk. 
1/6 100 juta x 1/6 = 16,66 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
Pembagian demikian juga berlaku bagi seorang saudara laki-laki 
dengan memperoleh seluruh harta peninggalan saudara perempuannya 
dalam kondisi suaminya tidak ada. Demikian juga, seorang suami akan 
mewarisi seluruh harta isteri ketika tidak ada keluarga dari garis atas (al-
us}u>l), tidak ada keluarga dari garis bawah (al-furu>’) ataupun saudara, dan 
sebaliknya, ketentuan ini juga berlaku bagi seorang isteri terhadap 
peninggalan suaminya. 
7. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris : isteri, dan empat 
saudara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada keluarga dari 
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garis ke atas (al-us}u>l), demikian juga tidak ada keluarga dari garis bawah 
(al-furu>’). Setelah kewajiban sosial dan wasiat si mayit ditunaikan dan 
masih tersisa harta peninggalanya, maka prosedur pembagian harta 
warisanya diselesaikan melalui mekanisme waris. Diandaikan harta 
peninggalan sebesar 100 juta. 
a. Isteri mendapat 1/4 harta, atau 100 juta x 1/4 = 25 juta. Sisa harta 
sebesar 75 juta. 
b. Seluruh saudara mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan awal yang 
dibagi sama rata, atau 100 juta x 1/3 = 33,33 juta. Sehingga masing-
masing mendapat bagian harta sebesar 33,33 : 4 = @ 8,33 juta. Sisa 
harta sebesar 41,67 juta. 
c. Sisa harta sebesar 41,67 juta diserahkan kembali kepada isteri, 
sehingga isteri memperoleh bagian total 66,67 juta. 
 
Isteri 1/4 dan 
Ashabah 
100 juta x 1/4 = 25 juta + 41,67 juta = 
80,34 juta 
4 saudara Lk. 
Dan Pr. 
1/3 100 juta x 1/3 = 33,33 juta : 4 = @ 
8,33 juta 
Jumlah total 100 juta  
  
8. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris : ibu dan isteri, tanpa 
bapak dan anak (al-kala>lah). Setelah kewajiban sosial dan wasiat si mayit 
ditunaikan dan masih tersisa harta peninggalanya, maka prosedur 
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pembagian harta warisanya diselesaikan melalui mekanisme waris. 
Diandaikan harta peninggalan sebesar 100 juta. Maka pembagianya 
adalah: 
a. Isteri memperoleh 1/4 harta, atau 100 juta x 1/4 = 25 juta. Sisa harta 
sebesar 75 juta. 
b. Ibu memperoleh 1/3 harta dari sisa harta, atau 75 juta x 1/3 = 25 juta. 
Sisa harta kedua sebesar 50 juta. 
c. Kemudian sisa harta kedua sebesar 50 juta diserahkan kepada ibu, 
sehingga total bagian ibu sebesar 75 juta. 
Isteri ¼ 100 juta x 1/4 = 25 juta 
Ibu 1/3 dari SH dan 
Ashabah 
75 juta x 1/3 = 25 juta + sisa harta 50 
juta = 75 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
9. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ahli waris: ibu, bapak, isteri, 
dan saudara tanpa meninggalkan anak. Setelah kewajiban sosial dan wasiat 
di tunaikan masih ada sisa harta peninggalan. Maka prosedur pembagianya 
diselesaikan menurut mekanisme waris adalah sebagai berikut: 
Misalkan harta peninggalan masih tersisa 100 juta. Maka penyelesaianya 
adalah sebagai berikut: 
a. Isteri memperoleh 1/4, atau 100 juta x 1/4 = 25 juta. Sisa harta pertama 
sebesar 75 juta. 
155 
 
b. Ibu memperoleh 1/3 dari sisa harta pertama, atau 75 juta x 1/3 = 25 
juta 
c. Bapak memperoleh 2/3 dari sisa harta pertama, atau 75 juta x 2/3 = 50 
juta. 
d. Saudara tidak mendapatkan bagian warisan karena mahjub. 
 
Isteri ¼ 100 juta x 1/4 = 25 juta 
Ibu 1/3 dari SH 75 juta x 1/3 = 25 juta 
Bapak 2/3 dari SH 75 juta x 2/3 = 50 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
Dalam penyelesaian di atas, maka prinsip dua banding satu untuk 
laki-laki mengekor pada prinsip pembagian waris ( ), 
yang mana dalam permasalahan ini pembagianya sama dengan apa yang 
dianut oleh jumhur ulama. 
 
10. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ahli waris : ibu, bapak, dan 
tiga anak perempuan, sedangkan isterinya telah meninggal terlebih 
dahulu. Setelah kewajiban sosial dan wasiat si mayit ditunaikan dan 
masih tersisa harta peninggalanya, maka prosedur pembagian harta 
warisanya diselesaikan melalui mekanisme waris. Diandaikan harta 
peninggalan sebesar 100 juta. 
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a. Bapak memperoleh 1/6 dari harta, atau 100 juta x 1/6 = 16,66 juta. 
Sisa harta 100 juta – 16,66 juta = 83,34 juta 
b. Ibu juga memperoleh 1/6 dari harta, atau 100 juta x 1/6 = 16,66 juta. 
Sisa harta 83,34 juta – 16,66 = 66,66 juta 
c. Sisa harta dibagi sama rata kepada tiga anak perempuan, sehingga 
masing-masing memperoleh 66,66 : 3 = @ 22,22 juta 
Bapak 1/6 100 juta : 1/6 = 16,66 juta 
Ibu 1/6 100 juta : 1/6 = 16,66 juta 
3 anak Pr.  Ashabah 100 juta – 33,33 juta =   66,66 juta 
: 3 = @ 22,22 juta 
Jumlah total 100 juta 
 
11. Seorang laki-laki wafat meninggalkan ahli waris : empat anak 
perempuan, isteri, ibu dan sejumlah saudara. Setelah kewajiban sosial 
dan wasiat si mayit ditunaikan dan masih tersisa harta peninggalanya, 
maka prosedur pembagian harta warisanya diselesaikan melalui 
mekanisme waris. Diandaikan harta peninggalan sebesar 100 juta. 
a. Isteri mendapat 1/8 harta, atau 100 juta x 1/8 = 12,5 juta. Sisa harta 
warisan sebesar 87,5 juta. 
b. Ibu mendapatkan 1/6 dari sisa harta, atau 87,5 juta x 1/6 = 14,57 juta. 
Maka harta yang tersisa sebesar 72,92 juta. 
c. Sisa harta 72,92 juta dibagikan kepada empat anak perempuan secara 
merata, sehingga masing-masing memperoleh 72,92: 4 = 18,23 juta. 
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Sekaligus pihak mereka sebagai mahjub (penghalang) bagi pihak 
paman. 
Isteri 1/8 100 juta x 1/8 = 12,5 juta, sisa harta 87,5 
juta 
Ibu 1/6 dari 
SH 
87,5 juta x 1/6 = 14,57 juta 
4 anak Pr. Ashabah 72,92 juta : 4 = @ 18,23 juta 
3 saudara Mahjub -------- 
Jumlah total 100 juta 
 
12. Seorang laki-laki wafat tidak meninggalkan keluarga, baik dari garis 
bawah (al-furu>’) maupun garis atas (al-us}u>l), dan tidak meninggalkan 
isteri. Ia hanya meninggalkan sejumlah saudara. Setelah kewajiban sosial 
dan wasiat si mayit ditunaikan dan masih tersisa harta peninggalanya, 
maka prosedur pembagian harta warisanya diselesaikan melalui 
mekanisme waris. Diandaikan harta peninggalan sebesar 100 juta. 
Dalam permasalahan ini terdapat beberapa perincian tentang 
beberapa jumlah saudara yang ada, yaitu: 
- Jika saudaranya hanya terdiri dari seorang saudara laki-laki, maka ia 
berhak memperoleh seluruh harta peninggalan. 
- Jika saudaranya hanya seorang saudara perempuan, maka ia juga 
memperoleh seluruh harta peninggalan. 
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- Jika saudaranya terdiri dari dua saudara laki-laki, maka harta 
peninggalan dibagi dua sama rata. 
- Jika saudaranya terdiri dari dua saudara perempuan, maka harta 
peninggalan dibagi menjadi dua sama rata. 
- Jika saudaranya terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan, maka 
masing-masing memperoleh 1/3 dibagi sama rata. 
- Jika saudaranya terdiri dari dua perempuan satu laki-laki, maka 
masing-masing memperoleh bagian 1/3 harta, dibagi sama rata. 
- Jika seluruh saudaranya hanya terdiri dari laki-laki berapapun 
jumlahnya, maka harta dibagi sama rata di antara mereka. Demikian 
juga, jika hanya terdiri dari saudara perempuan berapapun 
jumlahnya. 
- Adapun jika saudaranya terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan 
, maka perhitungan pembagian harta waris di antara mereka 
diberlakukan  konsep ( ), yaitu dengan 
perhitungan 2:1 untuk laki-laki. Jadi saudara laki-laki masing-
masing memperoleh 33,33 juta, sementara kedua saudara perempuan 
masing-masing memperoleh 16,66 juta. 
- Jika saudara terdiri dari tiga laki-laki dan dua saudara perempuan, 
maka penghitungan pembagian harta waris diberlakukan konsep 
( ), yaitu dengan perhitungan 2:1, sehingga 
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bagian seorang saudara laki-laki adalah masing-masing 25 juta, 
sedangkan masing-masing pihak perempuan 12,5 juta. 
- Jika saudara terdiri dari satu perempuan dan tiga laki-laki, maka 
diberlakukan juga konsep ( ). Sehingga bagian 
saudara perempuan adalah 14,28 juta, dan bagian setiap saudara laki-
laki sebesar 28,57 juta. 
- Jika saudaranya terdiri dari sati laki-laki dan tiga perempuan, maka 
diberlakukan juga konsep ( ), sehingga bagian 
saudara laki-laki 40 juta dan masing-masing bagian saudara 
perempuan 20 juta. 
Adapaun Syah}ru>r dalam hal pembagian warisan pihak saudara 
tidak membedakan apakah saudara tersebut saudara kandung, atau 
saudara se ayah atau seibu saja. Menurutnya, mereka semua memiliki 
kedudukan yang sama dalam waris. Sementara dalam ilmu fara’id} 
membedakan antara ketiganya.
52
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Dalam kasus tersebut ahli waris adalah seorang saudara laki-laki dan tiga orang 
saudara perempuan, maka terdapat beberapa kemungkinan, antara lain: 1). Saudara laki-laki 
kandung (akh syaqi>q), saudara perempuan kandung (ukht saqi>qah), saudara perempuan 
seayah (ukht li ab), dan saudara perempuan seibu (ukht li um); 2) saudara perempuan 
kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. 
Kasus pertama  ukht li ab tidak mendapat bagian karena ada akh syaqi>q; kemudian 
ukht li umm mendapat 1/6, dan akh syaqi>q beserta ukht syaqi>qah mendapat bagian sisa. 
Asal masalah adalah 6 sehingga ukht li umm mendapat 1 bagian, sementara 5 bagian 
sisanya untuk akh syaqi>q beserta ukht syaqi>qah, dengan prinsip pembagian 2:1 untuk laki-
laki.  
Kasus kedua, ukht syaqi>qah mendapat 1/2 , akh dan ukht li ab mendapat ‘asabah bi 
al ghair, dan ukht li umm mendapat 1/6. Asalah masalah 6 , sehingga ukht syaqi>qah 
mendapat 3 bagian, ukht li um mendapat 1 bagian, dan 2 bagian tersisa untuk akh dan ukht 
li ab, dengan prinsip pembagian 2;1 untuk laki-laki.  
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 E. Implikasi Penafsiran Syah}ru>r Terhadap Ayat-ayat Waris 
Muh}ammad Syah}ru>r merupakan pemikir Syria yang sangat 
kontroversial dan juga sebagai mufassir yang penafsiranya sangat unik 
dalam menafsirkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Dia mencoba membangun 
hukum Islam menjadi hukum yang komprehensif yang dapat diterima oleh 
manusia disemua kalangan. 
Metode yang digunakan dalam penafsirannya meliputi Analisis 
linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi dari ilmu-ilmu 
eksakta modern, seperti teknik analitik (al-handasah al-tah}li>liyyah), 
matematika analitik (al-tah}li>l al-riya>di>), teori himpunan (Naz}ariyyah al-
majmu>’a>t), konsep variabel penutup (al-tabi’, dependent  variable), dan 
variabel pe-ubah (al-mutahawwil, independent variable) dalam 
matematika.
53
 Metode yang digunakan sangatlah berbeda dengan metode 
para ulama kalangan ahli fiqih. Sehingga hasil dari penafsiran juga sangat 
berbeda. 
Dalam menafsirkan ayat-ayat waris Syah}ru>r lebih berani keluar dalam 
bingkai penafsiran yang dipakai oleh ulama ahli fiqih. Sehingga hasil 
produk penafsirannya sangatlah bersebrangan dengan mayoritas ulama ahli 
fiqih. Dari hasil penafsirannya Syah}ru>r,  berimplikasi menghasilkan nilai 
atau rumusan bahwa perempuan adalah poros atau sebagai ukuran dalam 
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 Syah}ru>r, Nahwa Us}u>l…, h.235 
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perhitungan waris. Di mana batasan penghitungan bagian harta warisan bagi 
wanita ditetapkan sebagai acuan terhadap bagian bagi pihak laki-laki. 
Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian 
waris, Syah}ru>r menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu. Di mana 
didalamnya terdiri dari konsep variabel peubah dan variabel pengikut. 
Dalam hukum waris Syah}ru>r memposisikan  perempuan sebagai variabel 
peubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut. 
Alasan perempuan sebagai poros atau dasar hukum dalam pembagian 
warisan menurut Syah}ru>r adalah seringnya pihak berempuan disebutkan 
dalam ayat-ayat waris. Sedangkan laki-laki hanya sekali saja dalam prisip 
hukum waris yaitu pada lafad ( ).  Hal ini berbanding 
terbalik dengan apa yang diterapkan oleh ulama ahli fiqih bahwa dalam hal 
dasar pembagian harta waris, laki-laki lah yang menjadi porosnya, 
sedangkan pihak perempuan adalah pengikut. 
Penafsiran Syah}ru>r berimplikasi juga pada  prosentase batasan 
pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Syah}ru>r 
membaginya kedalam beberapa batasan, hal ini sesuai dengan redaksi ayat 
( ) dalam awal surat al-Nisa>’ ayat 13. Batasan-batasan hukum 
waris tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:
54
  
1. Batasan hukum pertama : ( ) 
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 Syah}ru>r, Metodologi Fiqih…, h. 361 
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Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah atau 
bagian-bagian bagi anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-
laki dan dua orang perempuan. Pada saat yang bersamaan, ini 
merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana 
jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki. 
Jumlah pewaris Jatah bagi laki-
laki 
Jatah bagi perempuan 
1 laki-laki + 2 
perempuan 
(1/2) bagi satu 
laki-laki 
(1/2) bagi dua 
perempuan 
2 laki-laki + 4 
perempuan 
(1/2) bagi dua laki-
laki 
(1/2) bagi empat 
perempuan 
3 laki-laki + 6 
perempuan 
(1/2) bagi tiga laki-
laki 
(1/2) bagi enam 
perempuan 
  
2. Batasan hukum kedua : ( ) 
Batasan hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika 
mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya 
(3,4,5,6,…). Jika terdiri dari satu laki-laki dan perempuan lebih dari dua 
maka hasil jatah pembagianya adalah 1/3 untuk laki-laki dan 2/3 untuk 
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semua jumlah perempuan. Nilai ini berlaku pada semua kondisi di mana 
jumlah perempuan lebih dari dua.   
Jumlah pewaris Jatah bagi laki-
laki 
Jatah bagi 
perempuan 
2 laki-laki  + 5 
perempuan 
1/3 untuk 2 orang 2/3 untuk 5 orang 
1 laki-laki  + 7 
perempuan 
1/3 untuk 1 orang 2/3 untuk 7 orang 
1 laki-laki + 3 
perempuan  
1/3 untuk 1 orang 2/3 untuk 3orang 
  
Pihak laki-laki dalam kasus ini tidak mengambil bagian  
berdasarkan ketentuan ( ). Akan tetapi dalam kasus 
ini diterapkan prinsip  ( ), karena 
memang jumlah perempuan lebih dari dua orang.  Menurut Syah}ru>r jika 
dipaksakan diterapkan  batasan ke dalam batasan yang tidak pada 
semestinya. Maka akan terjebak dan tersesat dalam masalah yang sudah 
di jelaskan oleh Allah. 
3. Batasan hukum ketiga : ( ) 
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Batasan hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak 
dalam kondisi ketika jumlah laki-laki sama dengan jumlah pihak 
perempuan. 
Jumlah pewaris Jatah bagi laki-
laki 
Jatah bagi 
perempuan 
1 laki-laki + 1 
perempuan 
1/2 untuk 1 laki-
laki 
1/2 untuk 1 
perempuan 
2 laki-laki + 2 
perempuan 
1/2 untuk 2 laki-
laki 
1/2 untuk 2 
perempuan 
3 laki-laki + 3 
perempuan 
1/2 untuk 3 laki-
laki 
 
 Berdasarkan pembagian di atas laki-laki tidak mengambil bagian 
berdasarkan prinsip-prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dua bagian 
perempuan”. Menurut Syah}ru>r, penyelesaian kasus semacam di atas adalah 
hal yang sangat wajar, maka tidak boleh memberlakukan hukum batasan 
pada batasan lain yang bukan wilayah hukumnya. Dan juga tidak mungkin 
menyelesaikan kasus secara bersamaan berdasarkan dua prinsip hukum 
yang berbeda tersebut. 
Tiga prinsip batasan hukum waris di atas merupakan batasan yang 
telah di tetapkan oleh Allah dan juga tidak keluar dari batasan dalam ayat-
ayat waris. Menurut Syah}ru>r, pemahaman berdasarkan prinsip di atas 
dapat menguraikan problem yang membingungkan para ahli fiqih yang 
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1/2 untuk 3 perempuan
menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqih dalam 
memutuskan berbagai problematika. Di antaranya adalah: 1) problematika 
radd dan ‘awl ; 2) problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa 
anak perempuan tidak bisa menjadi h}ijab ; 3) problematika jumlah 
perempuan di atas dua ; 4) problematika 1/3 sisa harta dan 1/2 sisa harta, 
hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.
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Lihat, Syah}ru>r, Nah}wa Us}u>l Jadi>dah Li Al-Fiqih Al-Isla>mi, terj. Sahiron 
Syamsudin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. ke-6, 
2010), h, 
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